
 
 
 
 
 

 

 
 
 

BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 

NOMOR 74 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 

TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA 
DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI  

CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat 
yang terkena dampak pandemi COVID-19, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan 
Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman 

Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan 
Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
115 Tahun 2020; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang 

tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang 
Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 perlu disesuaikan dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu 

diubah untuk kedua kalinya; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial 

Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Sosial dan 
Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

 
Mengingat  

 

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5235); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

5495); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka 
Percepatan Penanganan   Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 34); 
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12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 868); 
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
326); 

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 
tentang Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) bagi 

Masyarakat yang Terkena Dampak Ekonomi Akibat 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa 

Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 
Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman 

Sosial (Social Safety Net) bagi Masyarakat yang Terkena 
Dampak Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 40); 

17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2020 tentang 
Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena 
Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang 
Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2020 Nomor 115); 

   

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG 
JARING PENGAMAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG 

TERKENA DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI 
CORONA VIRUS DISEASE 2019. 
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  Pasal I 

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 
Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat 

Yang Terkena Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2020 Nomor 31)  sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 
tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terkena 
Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2020 Nomor 115) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 12 

Bantuan Tunai dalam rangka pelaksanaan JPS bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten pada pos 

Belanja Tidak Terduga.  
 
 

  Pasal II 
  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 

    
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal  19 Juli 2021 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 

DONY AHMAD MUNIR 
 

Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 19 Juli 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 

HERMAN SURYATMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 74 


		2021-07-20T20:06:50+0700




